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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan alternatif 

bagi masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan di 

sektor rill. Biasanya masyarakat yang berhubungan dengan 

pegadaian adalah masyarakat menengah ke bawah yang 

membutuhkan pembiayaan jangka pendek dengan margin yang 

rendah. Oleh karena itu barang jaminan pegadaian dari 

masyarakat ini memiliki karakteristik barang sehari-hari yang 

nilainnya rendah. Maka, keadaan inilah yang mempengaruhi 

rendahnya nilai pembiayaan yang mereka terima. 

Sebagai lembaga bisnis yang berprinsipkan syariah 

tentunya pegadaian syariah berbeda dengan pegadaian 

konvensional. Pegadaian syariah harus akomodatif dengan 

berbagai persoalan yang berhubungan dengan persoalan-

persoalan ekonomi masyarakat. Misalnya dalam masalah 

jaminan, perlu upaya untuk menerima jaminan yang berhubungan 

dengan kekayaan hidup masyarakat kecil, seperti hewan ternak, 
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domba, kerbau, sapi, atau kuda atau lainnya, yang sering 

diabaikan pegadaian konvensional.  

Memilih lembaga keuangan syariah, selain halal juga bisa 

memberikan keuntungan tersendiri. Pasalnya, nasabah tidak akan 

terbebani dengan bunga yang terus  bertambah setiap bulan. 

Bahkan produk lembaga keuangan syariah tidak hanya diminati 

oleh umat muslim, tetapi banyak pula umat beragama lain yang 

memanfaatkan kemudahan jasa layanan berkonsep islami ini.
1
 

Namun hendaknya warga Indonesia tidak boleh 

mengabaikan salah satu lembaga lainnya ditengah lembaga 

keuangan ini, yakni pegadaian. Perum pegadaian merupakan 

lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum 

diperbolehkan melakukan dengan bentuk penyaluran kredit atas 

dasar hukum gadai. 

Pegadaian syariah adalah Badan Usaha Milik Negara 

yang menjalankan sistem gadai dengan hukum Islam. Untuk 

menjalankan pegadaian syariah secara optimal, maka diperlukan 

regulasi yang memadai, sehingga pegadaian syariah bisa dikelola 

                                                             
1
https://.pegadaiansyariah.co.id/ di akses pada hari  Minggu Tanggal 
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dengan sehat dan sesuai dengan prinsip syariah. Regulasi tersebut 

bertujuan untuk mengatur lebih lanjut mengenai aspek 

kelembagaan, organisasi, instrumen keuangan, operasional, 

pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan pengawasan. 

Pada saat ini pegadaian syariah sudah terbentuk sebagai 

sebuah lembaga, ide pembentukan pegadaian syariah selain 

karena tuntutan idealisme juga keberhasilan terlembaganya bank 

dan asuransi syariah. Setelah terbentuknya bank, BMT, BPR, dan 

asuransi syariah maka pegadaian syariah mendapat perhatian oleh 

beberapa praktisi dan akademisi untuk dibentuk dibawah suatu 

lembaga berdiri. Keberadaan pegadaian syariah atau gadai 

syariah atauRahn lebih dikenal sebagai bagian produk yang 

ditawarkan oleh bank syariah, di-mana bank menawarkan kepada 

masyarakat bentuk penjamin barang guna mendapatkan 

pembiayaan.
2
 

Tujuanl utama pegadaianl adalah untukl mengatasi lagar 

lsedang membutuhkanl uang tidak l jatuh lke-tangan l para lpelepas 

uang latau tukar lijonlatau tukar lrentenirlyang bungannya lrelatif 

                                                             
2
Heri Sudarsono, Bank Dan Keuangan Syariah: Deskripsi dan 

Ilustrasi, (Yogyakarta:EKONOSIA, 2013),  h, 173 
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ltinggi. Perusahaanl pegadaian lmenyediakan pinjamanl uang 

denganl jaminan lbarang-barangllberharga. Meminjaml ke lPerum 

Pegadaianl bukan karenal prousedurnya yangl mudah ldan lcepat, 

tetapil karena biaya l yang ldibebankan llebih ringan ljika 

dibandingkan ldengan para lpelepas luang ataul tukang lijon. Hall ini 

dilakukanl sesuai denganl salah satul tujuan ldari lperum pegadaian l 

dalam memberikanl pinjaman kepadal masyarakat ldengan lmotto 

“menyelasikan masalah tanpa masalah”
3
 

Di hampir semua lembaga keuangan, baik syariah maupun 

konvensional, telah diterapkan akad Rahn (gadai) sekalipun 

dengan bentuk dan ketentuan yang. Variasi tergantung pada 

penekanan prinsip operasional dan produk dari masing-masing 

lembaga keuangan itu sendiri.  Penerapan Rahn di bank syariah 

akan berbeda dengan penerapan Rahn di gadai syariah, karena 

penekanan dari kedua lembaga keuangan tersebut berbeda. Bank 

syariah lebih mendapatkanRahn sebagai instrumen pendukung, 

sedangkan gadai syariah mendapatkannya sebagai instrumen 

utama. 

                                                             
3
Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya. (Jakarta: Persada, 

2014), h, 232  
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Ada sebagian lembaga keuangan yang menerapkan akad 

Rahn sebagai instrumen utama dan ada pula sebagian lembaga 

keuangan yang menerapkannya sebagai instrumen pendukung. 

Penerapan Rahn di lembaga keuangan ini tergantung pada 

urgensitas Rahn di lembaga keuangan itu sendiri. Sebagai misal, 

bank syariah menjadikan Rahn sebagai pendukung dalam 

implemenstasi pembiayaan mudharabah. Pengunaan risiko ketika 

nasabah melakukan wanprestasi.
4
 

Dalamlllembaga keuangan lsyariah, pembiayaan l syariah 

lkhususnya lRahn, dapatl diterapkan dalaml dua bentukl yaitu l 

sebagail produk lpelengkap ldari llembaga keuangan syariah, 

makalRahnlmerupakan lakad tamabahan lterhadap lproduk lembaga 

keuangan syariah. Produk lllain tersebut ladalah lmudharabah, 

lsalam, ldan llain lain. Sebagail produk lpelengkap, lembaga 

keuangan syariah lmenahan lbarang anggotal sebagai jaminanl bagi 

pelaksanaanl kewajiban anggota l yang timbull dari akadl yang 

ldijamin. Dalaml hal lini, llembaga keuangan lsyariah biasanya 

ltidak menahanl jaminan secaral fisik tetapil hanya tetapil hanya 

                                                             
4
Yadi Janwari, Fikih Lembaga Keuangan Syariah. (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2015), h, 101-102 
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dalaml bentuk lsurat-surat. ApabilalRahn merupakanl produk 

ltersendiri, llembaga keuangan lsyariah lmenerima akadlRahn 

sebagail jaminan atasl hutang anggotal yang timbull dari 

lpembiayaan yangl diberikan loleh lbank. Besarnya l niai jaminanl 

hutang tersebutl ditetapkan loleh llembaga keuangan lsyariah. Rahnl 

sebagail bentuk lproduk ini lbiasanya lmenjadi dasarl untuk 

transaksil gadai sepertil emas ataul yang llainnya. 

Hal l ini lyang bisa l dipahami bahwal mekanisme kerjal 

antara lPegadaian Syariahl danl Pegadaian Konvensionall memiliki 

perbedaanl yang lsignifikan. lBila dalaml pegadaian lKonvensional, 

nasabahl dipungut biaya l dalam lbentuk lbunga yangl dapat 

berakumulasil dan lberlipat lganda, sedangkan l dalam lPegadaian 

Syariahl nasabah hanya l dipungut lbiaya lpenitipan, lpemeliharaan, 

lpenjagaan, lserta penaksiranl(lujrah).
5
, 

Dalam prakteknya di cabang pegadaian syariah Kota 

Tangerang, pembiayaan lRahn adalahl menahan hartal milik sil 

peminjam sebagail jaminan latas pinjamanl yang lditerimanya. 

Barangl yang ditahanl tersebut lmemiliki lnilai lekonomis, denganl 

                                                             
5
Yadi Janwari, Fikih Lembaga Keuangan Syariah,......, h, 108 
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demikian pihakl yang menahanl memperoleh ljaminan luntuk dapatl 

mengambill seluruh ataul sebagian lpiutangnya. Dalaml akad 

lRahnltersebut terdapatl biaya pemeliharaanl dan lpenyimpanan 

lyakni, biaya l yang ldibutuhkan untukl menjaga danl merawat 

marhunl selama jangkal waktu yangl ditentukan lpada akadlRahn 

namun, Rahn dalam Islam dilakukan dengan sukarela dan l tidak 

luntuk mencaril keuntungan Pemeberil gadai tidakl dikenakan 

tambahanl pembayaran latas pinjamanl yang lditerimanya, akanl 

tetapi lmasih dimungkinkan lbagi lpenerima gadail untuk 

memperolehl imbalan atasl jasa lsimpanan (lbarang gadai l). lMaka 

litu apakahl Pegadaian Syariah l sudah menerapkanl prinsip syariah l 

dengan ldipungutnya biaya l dalam lbentuk lbunga? 

Adapun alasan penulis memilih judul ini 

pertama,lmengingat lsebagian besarl penduduk lnegara lIndonesia 

mayoritas lpedagang,dengan adanya produk ARRUM ini untuk 

mengembangkan lUsaha Mikro, Usaha Kecil l dan Usaha 

Menengahl (lUMKM) untuk mengembangkan usaha dengan 

sistem jaminan BPKB kendaraan, akan tetapi lproduk ARRUM  ini 

dibebankan dengan biaya pemeliharaan barang yang harus 
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dikeluarkan oleh nasabah dan biaya-biaya lainnya yang 

membebankan nasabah. Maka dari itu perlu dianalisis mengenai 

produk ARRUM, karena sifat produk ARRUM adalah memberikan 

kepuasan bagi setiap nasbahnya yang mempunyai usaha mikro di 

Cabang Pegadaian Syariah Kota Tangerang. Kedua, 

permasalahan dengan produk ARRUM ini apakah sudah 

menerapkan sesuai prinsip syariah atau belum.  

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti perlu mengkaji 

banyak hal tentang pemeliharaan barang. Maka l dari itul peneliti 

akanl melakukan lpenelitian denganljudul l“ANALISIS PRODUK 

ARRUM TERHADAP PEMELIHARAAN BARANG 

DALAM AKAD RAHN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM” 

 

 

B. Fokus Masalah 

 Agarl permasalahan dalaml penelitian skripsil ini tidakl 

meluas lserta lmenjaga lpenyimpangan, maka l dalam penelitianl ini 

penelitil memfokuskan latau membatasil pembahasan hanya l dalam 

lruang llingkup produk lAr-Ruml terhadap pemeliharaan barang danl 

bagaimana lpenerapannya ldi Cabang lPegadaian lSyariah lKota 

lTangerang. 
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C. Perumusan Masalah 

 Berdasarkanl uraianl diatas,makal permasalahan yangl akan 

ldiajukan loleh lpenulisladalah: 

1. Bagaimanal Analisis lProduk lARRUM Terhadap 

Pemeliharaan Barang Dalam Akad Rahndi Cabang 

Pegadaianl Syariah lKota lTangerang? 

2. Bagaimanal Tinjauan lHukum lIslam Pada Produk ARRUMl  

Terhadap Pemeliharaan Barang Dalam Akad Rahn di 

Cabang Pegadaian Syariah Kota Tangerang? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui analisis produk ARRUMterhadap 

pemeliharaan barang di Cabang Pegadaian Syariah Kota 

Tangerang. 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai 

produk ARRUMterhadap pemeliharaan barang di Cabang 

Pegadaianl Syariah lKota lTangerang. 

 

 

E. Manfaat Penelitian 

 Adapunl manfaat penelitianl ini adalahl sebagai lberikut: 

1. Keguanaan lTeoritis 
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Penelitianl inil di harapkan bergunal bagi penulisl dalam 

lrangka lmenambah ilmul penegtahuan tentangl gadai 

lsyariah khusunya lyang lberhubungan tentangl hukum 

lgadai lsyariah. 

2. KegunaanllPraktis 

Penelitianl ini diharapkanl dapat bergunal bagi Pegadaianl 

Syariah lKota Tangerangl sebagai bahanl masukan agar l 

dapat lmenerapkan hukum lislam dalaml pelaksanaan gadail 

syariah sehingga l bisa lmerealisasikan ltujuan yangl ingin 

ldiperoleh. 

3. KegunaanllAkademik 

Pengembangan l ilmu lpengetahuan, khususnya l tentang 

lgadai lsyariah. 

 

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 “Implementasi Produk PembiayaanARRUM Dalam Usaha 

Mikro Ditinjau Dari Hukum Islam” Jurusan l Hukum lEkonomi 

lSyariah, Universitas l Islam lNegeri “Sultan Maulana Hasanuddin 

Banten” (lSalahudin, 2020). Dalam Skripsi ini menyimpulkan 

bahwa praktikl pembiayaan lar-Rahnl dalam usahal mikro ldi 
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Pegadaianl Syariah menggunakanl akad lRahn. Untukl melakukan 

lpembiayaan lARRUM, nasabahl diminta membawa l kelengkapan 

administrasil agar lpihak pegadaianl bisa mengkonfirmasil 

permintaan yangl diajukan lnasabah. lKetika lakan melakukanl akad 

Rahnl pihak nasabahl harus lmembawa BPKB lasli sebagai ljaminan 

yangl diisyaratkan olehl pegadaian syariahl dan setelahl akad 

ldilaksanakan lbarulah uangl pembiayaan ARRUMl diserahkan 

lkepada lnasabah. Adapunl jenis lpelunasan padal pegadaian syariahl 

terdiri daril pelunasan lpenuh, langsuran, ltebus lsebagian.  

Padal dasarnya nasabahl dapat melunasil kewajiban setiapl 

waktu ltanpa lmenunggu ljatuh ltempo. Sertal berakhirnya akad l 

gadai ketikal peggadaianl(lrahin) menyerahkanl uang kepadal 

penerima lgadai (lmurtahin) sesuail jumlah luang lyang ldi lpinjam. 

Setelahl adanya lpelunasan, nasabahl dapat mengambill barang 

lyang telahl di lgadaikan. Tinjauanl hukum islaml pada produkl 

pembiayaan lar-Rahnl dalaml usaha mikrol di lPegadaian lSyariah, 

apabilal kita lpembayaran, lnasabah memberikanl uang llebih boleh 

ljadi itu ladalah hadiah lyang dapat lditerima, lnamun ketikal 

nasabah dil bebankan denganl biaya tambahanl dan ini l mengikat lsi 

peminjaml sehingga sifatnya l tidak sukarelalllagi dan ldengan 
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ldemikian, lbukan lhadiah. Olehl karena litu, setiapl peminjaman 

denganl menarik lmanfaat (loleh kreditorl), ladalah lharam. Analisis l 

terhadap produkl pembiayaan lar-Rahnl dalam usahal mikro dil 

Pegadaian lSyariah, menurutl pendapat lHanafiyah lmenyatakan 

bahwal menahanl (lal habsl) barangl jaminan litu ldiperlukan, jikal 

dalam lperjanjian gadail tersebut tidakl memakai lbatas lwaktu, 

adapunl dalam lpelaksanaan lnasabah tidakl boleh dil bebankan 

denganl adanya lbiaya ltambahan. lKarena. Itul akan merugikan l 

salah lsatu lpihak, yanglldi-mana l dalam islamlRahnlseharusnya 

dilakukanl dengan sukarelal atas dasarl tolong menolongl dan ltidak 

lmencari lkeuntungan. Penelitianl ini ldi llakukan di lPegadaian 

Syariah lKota lTangerang, metodel yang digunakanl dalam 

penelitianl ini ladalah fiell research ldengan lteknik pengumpulan l 

data lmelalui lobservasi, wawancaral dan lstudi lpustaka. 

 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Pemeliharaan 

Barang Gadai” Jurusanl Hukum lEkonomi lSyariah, “Universitas 

Negeri Walisongo Semarang” (Iis Nur Widianingsih, 2017). 

Dalam skrips ini disimpulkan pelaksanaan lRahnldi KSPPSl BMT 

lLumbung Artho lmenggunakan akad lRahn yang ldalam 

pelaksanaannya l memeiliki lbeberapa unsur lyaitu lmurtahin, lrahin, 
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marhinlserta lakad. Berdasarkanl unsur lRahn, pelaksanaannya 

lRahnltidak yang lterlepas ldari rukun l dan lsyaratnya. Rukun lRahn 

tersebutl adalah ladanya orangl yangl bertekad yaitulmurtahinldan 

lrahin, shigat, marhin bihl (lhutang) sertal barang lgadai (marhin). 

Sedangkanl untuk syaratlRahnlulama fiqih lmenyusunnya sesuai 

ldengan rukunlRahnlitu lsendiri. Penulisl menyimpulkan bahwal 

pelaksanaan lRahnldi KSPPSl BMT sudahl memenuhi rukunl dan 

lsyarat-syarat llRahn.  

Mekanismel pelaksanaanlRahn dil KSPPS BMT l juga sudah l 

sesuai denganl ketentuan lyang berlakul dalam Rahnl karena untukl 

melaksanakan Rahnl juga lharus dipertimbangkanl melalui lSC, 

lyaitu lCaracter, lCapacity, lCapital, lCollateral, 

ConditionllofEconomy. Biaya l pemeliharaan lbarang lgadai 

(lmarhin) yangl terjadi ldi KSPPl BMT lLumbung Artho l sudah 

sesuail dengan hukum l islam lkarena pemeliharaanl barang lgadai 

(lmarhin) sendiril akan ditanggungl oleh lmurtahinljuga Rahnl tetapi 

yangl berkewajiban menanggungl biaya tetapl menjadi lkewajiban 

lrahi. Adapun l besar biaya l yang dikenakanl pemeliharaan barangl 

gadail(lmarhin)lbelum sesuail karena KSPPSl BMT untukl biaya 

pemeliharaanl barang lgadai (lmarhin) tersebutl ditentukan 
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berdasarkanl jumlah pinjamanl yaitu perl satu ljuta lrupiah 

diekanakanl biaya sebesar l dua puluhl ribu lrupiah. Hal l tersebut 

beluml sesuai karenal dalam menentukanl besar biaya l 

pemeliharaan barangl gadai lseharusnya tidakl didasarkan daril 

jumlah pinjamanl tetapi seharusnya l untuk lpengunaan lbesar biaya l 

pemeliharaan barangl gadai tersebutl ditentukan daril besar 

lkecilnya lresiko yangl ditanggung untukl memelihara lbarang lgadai 

(lmarhin). Fatwa l DSN lMUI Nomerll25/DSN-MUI/III/2002 l 

tentang lRahn juga lmenyebutkan bahwa lbiaya pemeliharaanl 

barang lgadai (lmarhin) tidakl boleh dikenakanl berdasarkan 

ljumlah lpinjaman. Metodel yang digunakanl dalam penelitianl inil 

adalah fiell research dengan l teknik pengumpulanl data lmelalui 

lobservasi, wawancaral dan lstudi lpustaka. 

 

G. Kerangka Pemikiran 

 Dalam dunia yang sangat konsumtif sekarang ini. 

Kebutuhan akan dana untuk berbagai kepentingan dalam 

peraturan perekonomian masyarakat modern merupakan kondisi 

yang sudah biasa kita temukan dalam kehidupan yang  sehari-

hari, artinya masyarakat yang terus bergerak dan berkembang 

secara dinamis tidak akan bisa terlepas dari aspek perekonomian.  
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 Dil hampir lsemua llembaga lkeuangan, baikl syariah 

lmaupun lkonvensional, telahl diterapkan lakadl Rahn (lgadai) 

sekalipunl dengan bentuk l dan lketentuan lbervariasi. Variasil ini 

tergantungl pada penekananl prinsip operasionall dan lproduk 

darillmasing-masinglllembaga lkeuangan itu lsendiri. 

 Rahnl adalah menahanl selalu suatul hak milikl si peminjaml 

sebagai ljaminan atasl pinjaman lyang lditerimanya.
6
 Barangl yang 

ditahanl tersebut lmemiliki lnilai lekonomis. Denganlldemikian, 

pihakl yang menahanl memperoleh jaminanl untuk mengambill 

kembali seluruhl atau lsebagian lpiutangnya, lsecara sederhanal 

dapatl dijelaskan bahwa Rahnadalah semacam jaminan hutang 

atau gadai.  

 Statusl gadai terbentukl saat terjadinya l akad ataul kontrak 

lhutang lpiutang yangl dibarengi denganl penyerahan ljaminan. 

lMisalnya, ketikal seorang penjuall memintal pembeli menyerahkan l 

jaminan sehargal tertentu untukl pembelian lsuatu barangl dengan 

lkredit. 

                                                             
 

6
Ibdalsyah dan Hendri Tanjung, Fiqih Muamalah: Konsep dan 

Praktik, ( Bogor: Januari 2014), h. 126 
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Statusl gadai sah l sesudah lhutang. Paral Ulama punl menilai hall ini 

lsah lkarena hutangl tetap memangl menuntut lpengambilan 

ljaminan. lMaka, ldibolehkan mengambill sesuatu lsebagai ljaminan.

 Gadail(lRahn) dibolehkanl berdasarkan lal-quran, sunnah l 

dan lijma. lAdapun dasar l dari lAl-Quranl yang ltercantum dalam 

lsurah lAl-Baqarahl ayat l283: 

قْبُ وْ ضَةٌ فإَِنْ أمَِنَ بَ عْضُكُمْ  دُوْاْ كَاَ تبَِا فَرِ هَنٌ مَّ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ ولَََْ تََِ
بَ عْضًا فَ لْيٌ ؤَدِ الَُّذِى اؤُْتُُِنَ أمََا نَ تَهُ، وَلْيَتَّقِ الَله ربََّهُ، وَلََ تَكْتُمُوْا الشَهَدَةَّ، 

 .عَلِيْمٌ قَ لْبُهُ، وَاللهُ بِاَ تَ عْمَلُوْنَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإَِنهَُ، ءاَشِمُ 

“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak 

memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 

tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi 

jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka 

hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya 

(utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, 

dan jangan lah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. 

Dan barang siapa menyembunyikan, maka sesungguhnya ia 

adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui 

apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah : 283).
7
 

                                                             
7
Yadi Janwari, Fikih Lembaga Keuangan Syariah,......, h, 103 
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أَنَّ رَسُوْلُ الِله صَىلَ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَ رَى طَعَامً مِنْ يَ هُوْ دِيَّ إِلََ إَجَلِ 
 وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِ يِدِ 

 

 “Sesungguhnya Rasulullah Saw. Pernah membeli 

makanan dengan berutang dari seorang Yahudi dan Rasulullah 

Saw. Menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.” (riwayat 

Bukhari dan Muslim).
8
 

 Istilah pegadaian dalam fikih Islam disebut dengan ar-

Rahn. Secara etimologis ar-Rahn berarti tsubut (tetap) dan 

dawam (kekal, terusmenerus). Adapun secara terminologis, ar-

Rahn adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar 

utangnya itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya 

jika tidak dapat mengembalikannya. Dalam pengertian lain, ar-

Rahn adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang 

sebagai tanggungan utang. 

 Menurut Sayid Sabiq, Rahn adalah menjadikan barang 

yang mempunyai nilai harta menurut syara sebagai jaminan 

utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil 

hutang atau ia bisa mengambil sebagian dari manfaat barang itu. 

                                                             
8
Yadi Janwari, Fikih Lembaga Keuangan Syariah,......, h, 103 
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Hal l ini merupakanl pengertian lsecara lpraktis, lbahwa lsetiap orangl 

yang mengutangkan l sesuatu biasanya l meminta jaminanl dari 

lpihak lyang beruang, baikl jaminan berupal barang bergerak l 

maupun barangl berupa lbenda ltidak lbergerak. 

 Secaral umum Rahnl dikategorikan sebagail akad yangl 

bersifat lsebab lapa yangl diberikan lpegadaian (lrahin) kepadal 

penerima lgadai (lmurtahin) ltidak ldiukur ldengan lsesuatu. Yang l 

diberikan murtahinl kepada rahinladalah lutang, bukan l penukar 

atasl barang lyang ldigadaikan. Rahnl juga termasukl akad lyang 

bersifatllainayah, yaitul dikatakan sempurnal sesudah menyerahkanl 

benda lyang ldijadikan lakad, lseperti lhibah, lpinjam lmeminjam, 

ltitipan, ldan lqirad. 

 Menurutl pasal l20 ayat (l14)lRahn/gadail penguasaan 

lbarang lmilik peminjaml oleh pinjamanl sebagai ljaminan. 

Pengertianl gadai yangl ada ldalam syariatl Islam agak l berbeda 

denganl gadai yangl ada dalaml hukum lpositif lkita lsekarang lini, 

sebabl pengertian gadail dalam hukuml positif kital sekarang lini 

sebagaimanal tercantum dalaml Kitab lUndang-Undangl Hukum 

lPerdata (lKUHP Perdatal). 
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 Gadail adalah suatul hak yangl diperoleh seorangl 

berpiutang latas lsuatu lbarang lbergerak, yangl diserahkan 

kepadanya l oleh seseorangl yang lberuntung latau olehl seorang llain 

atas lnamanya dan lyang memberi lkekuasaan kepada lsi berpiutangl 

untuk mengambill pelunasan daril barang tersebutl secara ldi 

ldahulukan daril pada lorang-orangl yang lberpiutang llainnya, 

denganl pengecualian lbiaya untukl melelang barangl tersebut ldan 

lbiaya-biaya l mana yangl harus ldi ldahulukan.  

 Selainl berbeda denganl KUH lPerdata, pengertianl gadai 

lmenurut lsyariat Islam l juga l hukum ladat. Menurutl ketentuan 

lhukum ladat, lgadai ladalah menyerahkanl tanah untukl menerima 

pembayaranl sejumlah uangl secara ltunai, denganl ketentuan sil 

penggadai tetapl berkah atasl pengambilan tanahnya l dengan jalanl 

menebusnya lkembali. 

 Dalaml beberapa lpengertian lgadai, makal dapat 

dikemukakanl bahwa lgadai menurutl ketentuan syariatl islam 

adalahl kombinasi pengertianl gadai lyang lterdapat dalaml KUH 

Perdatal dan lhukum ladat, terutamal sekali lmenyangkut lobjek 

perjanjianl gadai menurutl syariat islaml meliputi barangl yang 
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lmempunyai lnilai lharta, danl tidak dipersoalkanl apakah dial 

merupakan bendal bergarak ataul tidak lbergerak.
9
 

 

H. Metode Penelitian 

 Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu 

diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.
10

 

 Metodel penelitianl merupakanl melakukanllcara-caral 

tertentu luntuk melakukanl suatu lpenelitian, agarl pembahasan 

lmenjadi llebih lter-arahllmaka digunakan llmetode-metodel sebagai 

lberikut. 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian adalah sebagai l suatu lproses investigasi 

lyang ldilakukan ldengan laktif, ltekun, ldan lsistematis, yangl 

bertujuan luntuk lmenemukan, lmenginterprestasikan, ldan 

lmerevisi lfakta-fakta. 

                                                             

 
9
Fitri Novianti Pramudya, Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam 

Tentang Biaya Pemeliharaan Barang Gadai” (Bandar Lampung: UIN 

Raden Intan, 2019) Hal 18-19. 

 
10

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 20 14), h, 2. 
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Sedangkan penelitian menggunakan kualitatif, 

Menurut Kriyanto penelitian kualitatif bertujuan untuk 

menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui 

pengumpulan data sedalam-dalamnya. Secara umum, 

penelitian kualitatif dilakukan dengan metode wawancara 

dan observasi
11

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. DatallPrimer (lobservasi lapanganl) 

1) lWawancara 

Yaitul penulis mengumpulkanl data denganl sistem 

ltanya ljawab antaral pegawai yangl bekerja dil 

pegadaian syariahl langsung luntuk mendapatkanl 

hasill yang ldiinginkan. 

2) lObservasi 

Yaitul kegiatan pengamatanl dan pencatatanl 

dengan lsistematis terhadapllfenomena-fenomenal 

yang ldi lselidiki. 

 

                                                             
 

11
https://id.mwikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif. Diakses pada 

tanggal 22 Juni 2021 pukul 23.32 WIB. 

https://id.mwikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif
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3) lDokumentasi 

Yaitul kegiatan untukl mendapatkan informasi l dari 

ldata-datallyang berhubungan l dengan objekl 

penelitian yangl berupa lgambar, lyang ada l 

hubungaannya denganl objek lyang lditeliti. 

b. DatallSekunder (lkepustakaan) 

Adapunlldata-datal tersebut lmencakup lbuku-buku, 

ldata-data, danl hasill laporan lpenelitian. 

3. Teknikl Analisis lData 

Analisisl data adalahl kegiatan lmenganalisis ldan 

menyimpulkanl data apabilal semua datal telah lterkumpul. 

lDalam menganalisisl peneliti menggunakanl metode 

empirisl yakni ldata yangl diperoleh daril hasil llapangan. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

 BAB I, Pendahuluanl yang lterdiri atas  lLatar Belakang 

lMasalah, lFokus lMasalah, lPerumusan lMasalah, lTujuan 

lPenelitian, lManfaat lPenelitian, Penelitian Terdahulu l yang 

lRelevan, lKerangka lPemikiran, Metodel Penelitian ldan 

Sistematikal Pembahsan. 
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 BAB II, Kondisi l Objektif lLokasi lPenelitian, meliputi l 

Letak lGeografis Pegadaianl Syariah lKota lTangerang, Sejarahl 

Berdirinya lPegadaian lSyariah, lVisi Misil Pegadian lSyariah, 

Strukturl Organisasi lPegadaian dan Produk-produk Pegadaianl 

Syaraiah Kota Tangerang. 

BAB III, Analisis Umum l Tentang lRahn meliputi, 

lPengertian lRahn, lDasar Hukum llRahn, Rukunl dan lSyarat lRahn, 

Tujuanl dan Manfaat lRahn, Barang Jaminan, Pemanfaatanl Barang 

lGadai, Pemeliharaanl Barang lGadai, Fatwa llDSN-lMUI 

No.25/DSN-MUI/III/2002 llTentang lRahn. 

 BAB IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan 

meliputi,Analisis Produk ARRUM Terhadap Pemeliharaan 

Barang Dalam Akad Rahn diCabang lPegadaian Syariahl Kota 

lTangerang,Tinjauanl Hukum lIslam mengenai Produk ARRUM 

Terhadapl Pemeliharaan Barang Dalam Akad Rahndi Cabang 

lPegadaian lSyariah lKota lTangerang.  

BAB V, Penutupl yang lmeliputi: Kesimpulanl dan lSaran. 

 


